
Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 

Kotaroadya Daerah 'l'ingkat TI Kendari (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tcntang pergeseran Anggaran dapat 
dilakukan antar organisasi.antar unit organisasi.antar program,antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja,dan/ atau antar 
:rincian objek belanja; 

b. babwa Pemcrintah Kota K.endari Mela.kukan Pergeseran dengan 
Menindak lanjuti basil rcviu/ verifikasi utang pada inspektorat 'l'.A 
2021 Kota Kendari dan berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 
2020 tentang Pedomau Teknis Pengelolaab Keuangan Daerah; 

c. bahwa menindak lanjuti surat Pcmerintah Daerah Kota Kendari Nornor 
800/7068/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tentang Bantuan 
Keuangan bagi Warga Kclurahan Sampara Kecamatan Sampara 
Kabupaten Konawe akibat dampak kebocoran Pipe transmisi PDAM 
Kota Kendari; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam 
huruf a.huruf b clan huruf c, pertu menetapkan Peraturan Wa.likota 
Kendari tcntang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 56 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan l::!elanja 
Daerah Kota K_eodari Tahun Anggaran 2022: 

WALi KOTA KENDARI, 

DENOAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 56 TAHON 2021 TENTANG PENJABARA.l'( ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI 
TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

PROVINSISULAWESlTENGGARA 
PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR ,1 TAHUN 2022 

WALIKOTA KENDARI 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lcrubamn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
[l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Taml.Jahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 t.entang Sistem Perencanaan 
Pcmbangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 10"1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 442 fl; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera.h dan 
Retribusi Daerah (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 11 Tahun 2022 tentang Cipta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [l.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Ta.mba)lan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahuo 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum [Leinbaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 'rahun 2012 tenta.ng Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Numor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repul.>lik 
Indonesia Nornor 5340); 

11. Peraturan Pemerint.ab Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerim.a.h Nomu.r 56 Talrun 2005 tentang Sistcm Informasi 
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahu.n 2005 
Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah ctiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahuu 2010 tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 
56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tamhahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan. Pemcrlntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan clan Kineria Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'ranun 2006 Norn.or 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4614); 



t4. Peratura.n Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lcmbaran. Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 l l tentang Pinjaman Daerah 
(Lembarao Negara Repubh'k Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tamllahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang l::llbah Daerah 
[Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembioaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah [Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia ranun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak Keuangru1 
dan Admioistratif Pimpinan clan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahau Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

19. Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah [t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 4~. Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6322); 

21. Peraturnn Menteri Dalam, Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangao Peraturan Daerab tentang Anggaran 
Pendapatao dan Belanja Daerah dan Rancaogan Perauiran Kepala 
Oaerah tentang Pcnjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah. diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalrun Negeri Nolllor 16 Tahun 2007 tcntang Tata Cara Evaluasj 
Rancangan Peraturan Daerah tentaog Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Dacrab tentang Penjabarao 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Betita Negara Rcpubllk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun ?.020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Kota Kcndari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentu.kan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran 
Dacrah Kot.a Kcndari Tahun 2016 Nomor SJ sebagaimana telah diubah 
beberapa kall terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kcndari Nomor 
11 Talrun 2020 tentang Pcrubahan kedua atas Peraturari Daerah Kota 
Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kcr1dad Tahun 
2020 Nomor 11); 

25. Perntumn Daerab Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok· 
Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerab Kota Kendari 
Tahun 2020 Nomor l,Tambahan Leml.Jarau Daerah Kota Kendari Nomor 
27); 



b. Pengeluaran 
1. Scinula 
2. Bertambab/(berkurang) 
3. Jumlah pcngeluaran setelah perubahan 

Jumlah Pernbiayaan Netto Setelah Perubahan 

Rp. 317.170.009. 716,00 
Rp 79. 997 .961.344,00 

Rp. 397.167.971.060,00 

Rp. 22.434.588.291,00 
Rp. 0,00 

Rp. 22.434.588.291,00 

Rp. 37 4. 7 33.382. 769, 00 

Rp. 0,00 Sisa Lebih Pcmbiayae.n Anggaran Selelah Perubahan 

3. Pembiayaan : 
a. Pened.maan 

l) Senrula 
2) Aertambah/(berkurang) 

Jurolab penerimaan setelah perubahan 

Rp. 1.571.927.277. 732,00 
Rp. 0 

Rp. 1.571.927.277.732,00 

Rp. 1.866.662.699.157,00 
Rp. 79.997.96].344,00 

Rp. l.946.660.660.501,00 

Rp. (374. 733.382. 769,00) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran '2022 dengan rincian sebagai 
berikur : 

1. Pendapatan : 
a. Semula 
b. Bertam bah/ [berkurang] 

Ju.mlah pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja: 
a. Semula 
b. Bertam bah/ [berkurang] 

J umlah belanja setelah perubahan 

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan. 

Pasal 1 

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Wali kota Kendari Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggru:an Pt' .. ndapatau dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 
2022 [Beritn Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 56) diubah sehmgga berbunyl 
sebagai herikut : 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENT.ANG PERUBABAN ATAS PERATURAll' 
WALI KOTA KENDARI NOMOR 56 TABUN 2021 TENTANG 
PENJABA.RAN ANGGARAN PENDAPATAli DAN BELANJA DAERAH 
KOTA KENDARI TAHUN AlfGGARAl'f 2022 

MEMUTUSKAN : 

26. Peratu.ran Daernh Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggara.n 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 71; 

Paaall 



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR °?/ 

S DAERAH KOT.A. KENDARI 

Di undangkan di Kendari 
pada tanggal zQ - OJ - 2022 

4 

2 
3 

Agar setiap orang meugetahuinya, memerintahkan Pengundongan Peraturan Wali kota 
ini dengon penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari, 

Peraturan Wall kota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

• • 

Diletapkan di Kendari 
pada tanggal ?-lJ-01- 2022 fJ~~:;~11~~~?1~~:~ 

' 


	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)

